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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak
terbarukan sebagai karunia T\rhan Yang Maha Esa,
yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk
menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan
guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara berkeadilan;

b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan
nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi
nasional dan pembangunan daerah secara
berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih
terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap
masyarakat terdampak, data dan informasi
pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga
penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara
kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi
nilai tambah yang optimal;

c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral
dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab
perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum
dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan
batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar
dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien,
dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan
mineral dan batubara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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Pasal I - Angka 1 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 17,
angka 19, angka 20, angka 21, angka 31, angka 34,
angka 36, dan angka 37 diubah, angka 8, angka 9,
angka 12, dan angka 13 dihapus, di antara angka 6
dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka
6a, angka 6b, dan angka 6c, di antara angka 13 dan
angka 14 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka
13a, angka 13b, angka 13c, dan angka 13d, di antara
angka 14 dan angka 15, disisipkan 1 (satu) angka,
yakni angka 14a, dt antara angka 20 dan angka 21
disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 20a dan angka
20b, di antara angka 23 dan angka 24, disisipkan 1
(satu) angka, yakni angka 23a, di antara angka 28
dan angka 29, disisipkan 1 (satu) angka, yakni
angka 28a, dan di antara angka 35 dan angka 36
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau
pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk
di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia
tertentu serta susunan kristal teratur atau
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam
bentuk lepas atau padu.

3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan
yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-
tumbuhan.

4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan
kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di
luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air
tanah.

5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan
endapan karbon yang terdapat di dalam bumi,
termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,
serta pascatambang.

6a. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK
adalah perjanjian antara pemerintah dengan
perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan
kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

6b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah
perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan
Usaha Pertambangan Batubara.

6c. Perrzinan Berusaha adalah legalitas yang
diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.

7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut IUP, adalah tzin untuk melaksanakan Usaha

Pertambangan.
8. Dihapus.
9. Dihapus.

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya
disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha
Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang
selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk
melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tzin
usaha pertambangan khusus.

12. Dihapus.

13. Dihapus.

13a. Surat lzin Penambangan Batuan, yang
selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang
diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha
Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk
keperluan tertentu.

13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan
sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan
Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara.

13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin
usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk
membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang
Mineral atau Batubara.

13d. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya
disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti
yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian
kegiatan Usaha Pertambangan.

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan
Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi
regional dan indikasi adanya mineralisasi.

14a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan
untuk mengetahui kondisi geologi umum, data
indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan
Mineral dan/atau Batubara.

15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untukmemperoleh informasi secara
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk,
dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur
dari bahan galian, serta informasi mengenai
lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untuk memperoleh informasi secara
rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan
kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan,
termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta
perencanaan pascatambang.

17. Operasi Produksi adaiah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan yang meliputikonstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
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dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak
lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

18. Konstruksi adaiah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas
operasi produksi, termasuk pengendalian dampak
lingkungan.

19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi
Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
20. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu
komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk
dengan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berubah dari
sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan
pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

20a. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu
komoditas tambang Mineral melaiui proses fisika
maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian
iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat
fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang
asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku
industri.

20b. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya
untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa
mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.

21. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari
daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau
Pemurnian sampai tempat penyerahan.

22. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau
Batubara.

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang
bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya
disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang
berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang
selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan
sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata,
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan
ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya.

27. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut
Pascatambang, adalah kegiatan terencana,
sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial
menurut kondisi lokal di seluruh wiiayah
Penambangan.

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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individual maupun koiektif, agar menjadi lebih baik
tingkat kehidupannya.

28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh
rlrang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan
Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas
kontinen.

29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut
WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral
dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian
dari tata rulang nasional.

30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah

memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang

selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya
disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan
kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya
disebut WPN,
untuk kepentingan strategis nasional.

adalah bagian dari WP yang dicadangkan

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang
selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah
memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi yang dapat diusahakan untuk
kepentingan strategis nasional.

35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam
WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah
wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara.

Pasal I - Angka 2 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam
yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar
kesejahteraan rakyat.

(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
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(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan,
pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.

Pasal I - Angka 3 UU 3/2020 - Al3 2020-06-10 - O|S
JHE U= (UU 2/2025)

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan
nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara
untuk kepentingan dalam negeri.

(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah
produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam,
Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan
Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga
Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu,
atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal I - Angka 4 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal
6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Fusat dalam pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara, berwenang:

a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan
Batubara nasional;

b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara
nasional;

c. menetapkan peraturan perundang-undangan;

d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan
kriteria;

e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian
Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum
Pertambangan;

f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah
Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP
batuan;

i. menetapkan WIUPK;

j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
k. menerbitkan Perrzinan Berusaha;

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara yang dilakukan oleh peme gan g P erizinan
Berusaha;

m. menetapkan kebijakan produksi, pemasararL,
pemanfaatan, dan konservasi;

n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan
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Pemberdayaan M asy ar akat;

o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan
negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara;

p. melakukan pengelolaan informasi geologi,
informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara,
serta informasi Pertambangan;

. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Reklamasi dan Pascatambang;

r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral
dan Batubara tingkat nasional;

s. melakukan pengembangan dan peningkatan niiai
tambah kegiatan Usaha Pertambangan;

t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha
Pertambangan.

u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral
bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan
Batubara;

v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan

w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas
Pertambangan;

(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai
investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham
badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di
bidang Pertambangan.

Pasal I - Angka 5 uu 3/2020 -
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Algl 2020-06-10

Pasal I - Angka 6 uU 3/2020 - A|3 2020-06-10

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal I - Angka 7 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu)
bab, yakni

BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal I - Angka 8 uu 3/2020 - A|38 2020-06-10

8. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni

Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8A

(1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral
dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu,
terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan mempertimbangkan:

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan
menurut data dan informasi geospasial dasar dan
tematik;

b. pelestarian lingkungan hidup;

c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana
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zonasi;

d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. tingkat pertumbuhan ekonomi;

f. prioritas pemberian komoditas tambang;

g. jumlah dan luas WP;

h. ketersediaan lahan Pertambangan;

i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral

atau Batubara; dan

j. ketersediaan sarana dan prasarana.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disesuaikan dengan:

a. rencana pembangunan nasional; dan

b. rencana pembangunan daerah.

(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
pengelolaan Mineral dan Batubara.

Pasal 8B

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling
sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib
diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka
panjang dan rencana pembangunan jangka menengah
nasional.

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A
ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

Pasal I - Angka 9 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10
9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum
Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan
kegiatan Usaha Pertambangan.

(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan
oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal I - Angka 10 uu 3/2020 - Al3H 2020-06-10

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) terdiri atas:

a. WUP;
b. WPR;
c. WPN; dan
d. WUPK.

(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) dilaksanakan:

a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung
Jjawab;

b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari
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instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak,
dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi,
hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta
berwawasan lingkungan; dan

c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal I - Angka 11 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11

Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam
rangka penyiapan WP.

Pasal I - Angka 12 uu 3/2020 -
12. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Al&ll 2020-06-10

Pasal I - Angka 13 uu 3/2020 -
13. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Alg 2020-06-10

Pasal I - Angka 14 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

14. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14A

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP
harus memenuhi kriteria:

a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data
indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan
Mineral dan/atau Batubara;

b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral
termasuk Mineral ikutannya dan I atau Batubara;

c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau
WUPK;

d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;

e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir
atau dicabut; dan/atau

f. merupakan wilayah hasil penciutan atau
pengembalian wilayah IUP.

Pasal I - Angka 15 uu 3/2020 -
15. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

Al&ll 2020-06-10

Pasal I - Angka 16 uu 3/2020 -
JHE U2 (UU 2/2025)

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan

Ald 2020-06-10 - O|F

oleh gubernur.

(2) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi
terkait.

(3) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan
WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:

a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau
Batubara; dan/atau
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b. terdapat data cadangan Mineral logam atau
Batubara.

(4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara berdasarkan pertimbangan:

a. ketahanan cadangan;

b. kemampuan produksi nasional; dan/atau

c. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

(5) Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara
telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi
sumber daya alam yang terdapat di dalamnya
diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal I - Angka 17 uu 3/2020 -
7HE UAS (U 2/2025)

17. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2
(dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan

Ald 2020-06-10 - O|F

setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan
kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP
Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah
ditetapkan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada
WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah
ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 17B

(1) Menteri dapat memberikan penugasan kepada
lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik
daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan
Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan
WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.

(2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan
Usaha yang mendapatkan penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan wilayah penugasannya
ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam
lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
penugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal I - Angka 18 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

18. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan
WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 17 harus mempertimbangkan:

a. rencana pengelolaan Minerai dan Batubara
nasional;

b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan
Mineral atau Batubara; dan

c. status kawasan.

(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau
Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berasal dari:

a. hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang
dilakukan oleh Menteri;

b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara yang dikembalikan atau diciutkan oieh
pemegang IUP; dan/atau

c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara yang IUP berakhir atau dicabut.

Pasal I - Angka 19 uu 3/2020 -
19. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Al&ll 2020-06-10

Pasal I - Angka 20 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR
harus memenuhi kriteria:

a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang
terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi
sungai;

b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan
kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;

c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan
sungai purba;

d. luas maksimal WPR
e. menyebutkan jenis
dan/atau

f. memenuhi kriteria
untuk kegiatan Usaha

adalah 100 (seratus) hektare;
komoditas yang akan ditambang;

pemanfaatan ruang dan kawasan
Pertambangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal I - Angka 21 uu 3/2020 -
JHE U= (UU 2/2025)

21. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi

Ald 2020-06-10 - O|F

sebagai berikut:

Pasal 22A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan
pada WPR yang telah ditetapkan.

Pasal I - Angka 22 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

22. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)
dihapus, ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga
Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dihapus.

(2) WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas
wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(3) Dihapus.
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(4) WPN yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK.

Pasal I - Angka 23 uu 3/2020 - Al3H 2020-06-10

23. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27A

Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN
harus memenuhi kriteria:

a. memiliki formasi batuan pembawa Mineral logam
dan/atau Batubara berdasarkan peta atau data
geologi;

b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan Mineral
logam dan/ atau Batubara;

c. untuk keperluan konservasi Mineral logam
dan/atau Batubara; dan/atau

d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga
keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Pasal I - Angka 24 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

24. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) menjadi WUPK dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam
negeri;

b. sumber devisa negara;

c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi;

d. perubahan status kawasan; dan/atau

e. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi
yang besar.

(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari:

a. eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu
ditetapkan menjadi WUPK; atau

b. eks WIUPK, wilayah KK, atau PKP2B yang
berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan
kembali menjadi WUPK.

Pasal I - Angka 25 uu 3/2020 -
7HE UZ (VU 2/2025)
25. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1

Ald 2020-06-10 - O|F

(satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 31A

(1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria:

a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan
Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. ketahanan cadangan;

c. kemampuan produksi nasionaT; dan/atau

d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan
pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
penerbitan pertzinan lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada
WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal I - Angka 26 uu 3/2020 -
JHE UZ (VU 2/2025)

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan

Ald 2020-06-10 - O|F

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

a. nomor induk berusaha;

b. sertifikat standar; dan/atau

c. izin.

(3) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terdiri atas:

a. IUP;

b. IUPK;

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
KontraklPerjanjian;

d. IPR;

e. SIPB;

f. izin penugasan;

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
h. IUJP; dan

i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan
kewenangan pe mberia n P erizinan Berusaha se
bagaiman a d imaksud pada ayat (2) kepada
Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal I - Angka 27 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 36

(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan
Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan

b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan
Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau
Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,
serta Pengangkutan dan Penjualan.

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal I - Angka 28 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10
28. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 36A

Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,
pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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Produksi wajib melakukan kegiatan Eksplorasi
lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.

Pasal I - Angka 29 uu 3/2020 -
29. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

Al&ll 2020-06-10

Pasal I - Angka 30 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10
30. Ketentuan huruf c¢ Pasal 38 diubah sehingga
Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

a. Badan Usaha;

b. koperasi; atau

c. perusahaan perseorangan.

Pasal I - Angka 31 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10
31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 39
IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. profil perusahaan;
b. lokasi dan luas wilayah;
c. jenis komoditas yang diusahakan;
d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan
Eksplorasi;
modal kerja;
. jangka waktu berlakunya IUP;

e.
f
g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
h. perpanjangan IUP;

i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;

j. kewajiban membayar pendapatan negara dan
pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap
dan iuran produksi;

k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan
Pascatambang;

1. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan

m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Pasal I - Angka 32 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 40

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) diberikan untuk 1 (satu)jenis Mineral atau
Batubara.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau
IUPK.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya berlaku bagi:

a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau
batuan.

(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang
lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan
prioritas untuk mengusahakannya.

(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan
komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru
kepada Menteri.

(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan
komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.

(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak
lain oleh Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian
prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 33 uU 3/2020 - A3 2020-06-10

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan
selama:

a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral
logam;

b. 3 (tiga) REFUBLIK INDONESIA b. 3 (tiga) tahun
untuk Pertambangan Mineral bukan logam;

c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan
logam jenis tertentu;

d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
e. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

Pasal I - Angka 34 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

34. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 hwruf a dan huruf e dapat
diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap
kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 35 uu 3/2020 -
35. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

Al&ll 2020-06-10

Pasal I - Angka 36 uu 3/2020 -
36. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

Al&ll 2020-06-10

Pasal I - Angka 37 uu 3/2020 -
37. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

Alg 2020-06-10

Pasal I - Angka 38 UU 3/2020 - A|3 2020-06-10

38. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan
Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan
Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha
pertambangannya.
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(2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi (2) IUP ESXt= N1EHOM AEH MAICH 2S=Eg8

Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 235ty Mol MEA -7 -SAM MY QHS

memenuhi persyaratan administratif, teknis, ==sto{o} sic}

TR, SR TR (3) MAT BE2 +usiy| 8 220 e M=

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan AlEle musioz o msich

untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur S= eTe—= =

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 39 UU 3/2020 - A|3 2020-06-10 - 0| INEEE 39 - AM47x= - -

JHE UZ (VU 2/2025)

39. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi 39. N4A7=9| A™ME 7W|H™5t0of cf=2nf Zho| Msict.

sebagai berikut: VES

ese. &7 M36Z M18 bSOIM He MAICH BSOS 7|72

Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana Cie 2t 50| ZHo| miet Sofsic

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan

P —— a. 32 YL 20(0/4) A OLHZ BT, B

a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 Tdo ME 2Hs S8 F 22 10(d)EM 2(0])

(dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh 32 HEE g = USS B

perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 b. HZSZE ZYe 10(A)H O|LHZ 3ta, HE9|

(sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai AXo| ME QAHAS =5t & ztzt 5(2)4WX 2(0])

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3|o| oixtg HIZ £ 9l2g HxbsIC)

b. untuk Pertambangan Mineral.l?uka.n logam paling c. EX S20| H|ZSTE TS 20(0/A) W oJLfZ

lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh stT, Weio| AMo| ME 9AS EEs = 27t

perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) ToEeT < = =E=E oms T AT

tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan lo(e) ¥ 2(o)=le] AFE HE = USE

ketentuan peraturan perundang-undangan. 2¥act

c. untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis d. 2tA ZHe 5(2)H o|LiZ st, HEHe| HFX™o

tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 2 QAS S=st & 2tz 5(2)-HM 2(0]) 59

dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali oZtS HIS = 9|29 HXIEC}

masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi e. MEF ZO{2 20(0|A) W O|LHZ 31T, o

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan SN0 M2 QAHS EZs = zbzt 10(A)EA 2(0])

perundang-undangan.

d. untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) sl Ays Ee = USS 2.

tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) f. 7t8 H/xEs FE Adn SgE 253= gy

kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi 30(MA)HeZ ot, HAFS wMo| WE 2AHS

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan =5t & AHZE mjojct 10(A) | A AXIe dHig £

perundang-undangan. Qlee H=zbsiCh

e. untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua g. gt L/re 32 =1l E5tE MEF 2o

puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 30(AMA)EHOZ 5T, WMo A mE oAHS

(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah 25t = oI% mDICH 10(Al) M OlRtS wi &

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan S /=T o= == T
ASE =2EsIct

peraturan perundang-undangan.

f. untuk Pertambangan Mineral logam yang

terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau

pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin

memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun

setiap kali perpanjangan setelah memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

g. untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi

dengan ke giatan Pen gembangan dan / atau

Pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun dan

dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh)

tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal I - Angka 40 Uu 3/2020 - A|3 2020-06-10 INEE=E 40 - AN|48F AlA|

40. Ketentuan Pasal 48 dihapus. 40. X|48=2°| HN™E AMN|StCt.
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Pasal I - Angka 41 uu 3/2020 -
JHE U2 (VU 2/2025)

41. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 51

(1) WIUPMineral logam diberikan kepada Badan Usaha,
koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara
lelang.

(2) Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

Ald 2020-06-10 - O|F

a. luas WIUP Mineral logam yang akan dilelang;
b. kemampuan administratif/manajemen;

c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;
dan

d. kemampuan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP
Mineral logam diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 42 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

42. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi
Mineral iogam diberi WIUP paling luas 100.000
(seratus ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral
logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk
mengusahakan komoditas tambang lain yang
keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
pemegang IUP pertama.

(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan komoditas tambang lain yang
keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan
komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal I - Angka 43 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
43. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 54

WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan
Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan
dengan cara permohonan wilayah kepada Menteri.

Pasal I - Angka 44 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

44. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi
Mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000
(dua puluh lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Mineral
bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain
untuk mengusahakan komoditas Mineral bukan logam
lain atau batuan yang keterdapatannya berbeda.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
pemegang IUP pertama.

(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan Mineral bukan logam lain atau batuan
yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan
Mineral bukan logam lain atau batuan yang
keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal I - Angka 45 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

45. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, koperasi,
atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan
wilayah kepada Menteri.

Pasal I - Angka 46 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

46. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi
batuan diberi WIUP paling luas 5.000 (lima ribu)
hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP batuan
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk
mengusahakan komoditas tambang Mineral bukan logam
atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
pemegang IUP pertama.

(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan Mineral bukan logam atau batuan lain
yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan
Mineral bukan logam atau batuan lain yang
keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal I - Angka 47 uu 3/2020 -
7HE UAS (VU 2/2025)

47. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 60

(1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha,
koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara
lelang.

Ald 2020-06-10 - O|F

(2) Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. luas WIUP Batubara yang akan dilelang;

b. kemampuan administratif/manajemen;

c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;
dan

d. kemampuan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang WIUP
Batubara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
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Pasal I - Angka 48 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

48. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi
Batubara diberi WIUP paling iuas 50.000 (lima puluh
ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Batubara
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk
mengusahakan komoditas tambang lain yang
keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diiakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
pemegang IUP pertama.

(4) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan komoditas tambang lain yang
keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki IUP untuk mengusahakan
komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal I - Angka 49 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

49. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 62A

(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,
Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi
Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan
permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada
Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 50 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10
50. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga
Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang
melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi
persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan
finansial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administratif, teknis, lingkungan, dan hnansial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 51 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

51. Ketentuan huruf d Pasal 66 dihapus sehingga
Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pertambangan Mineral logam;

b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau

c. Pertambangan batuan.
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Pasal I - Angka 52 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10
52. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 67

(1) IPR diberikan oleh Menteri kepada:

a. orang perseorangan yang merupakan penduduk
setempat; atau

b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk
setempat.

(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan
kepada Menteri.

Pasal I - Angka 53 uU 3/2020 - A3 2020-06-10

53. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat
diberikan kepada:

a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare;
atau

b. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.

(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali
masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal I - Angka 54 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

54. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3
(tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan,
dan memenuhi standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;

d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha
Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.

Pasal I - Angka 55 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

55. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 70A

Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada
pihak lain.

Pasal I - Angka 56 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10

56. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
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Pasal I - Angka 57 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

57. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Menteri melaksanakan pembinaan di bidang
pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta
permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan
kemampuan IPR.

(2) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

kaidah teknis pada IPR yang meliputi:
a. keselamatan Pertambangan; dan

b. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi

dan Pascatambang.

Pasal I - Angka 58 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10 - 0|&

JHE U2 (UU 2/2025)

58. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah,
atau Badan Usaha swasta.

(3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam
mendapatkan IUPK.

(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan

cara lelang WIUPK.

(5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:

a. luas WIUPK yang akan dilelang;

b. kemampuan administratif/manajemen;

c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;
dan

d. kemampuan linansial.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 59 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10
59. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

Pasal I - Angka 60 uU 3/2020 - A|3 2020-06-10
60. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

Pasal I - Angka 61 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10
61. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai
dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku
bagi pemegang IUPK meliputi:

a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan
Eksplorasi Pertambangan Mineral logam diberikan
paling iuas 100.000 (seratus ribu) hektare;
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b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan
Eksplorasi Pertambangan Batubara diberikan paling
luas 50.000 (lima puluh ribu) hektare;

c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi
Produksi Pertambangan Mineral logam atau Batubara
diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri
terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang
diusulkan oleh pemegang IUPK;

d. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan
Mineral logam dapat diberikan selama 8 (delapan)
tahun;

e. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan
Batubara dapat diberikan selama 7 (tujuh) tahun;

f. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral
logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh
perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10
(sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral
logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30
(tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh
perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali
perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara
yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka
waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin
memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun
setiap kali perpanjangan setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal I - Angka 62 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

62. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2
(dua) pasal, yakni Pasal 83A dan Pasal 83B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 huruf d dan huruf e dapat
diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap
kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
perpanjangan jangka waktu kegiatan Eksplorasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 83B

(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara,
Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi
Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan
permohonan persetujuan perluasan WIUPK kepada
Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan WIUPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 63 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10
63. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1
(satu) bab, yakni
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BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIA SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Pasal I - Angka 64 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10
64. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 8
(delapan) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal
86C, Pasal 86D,
Pasal 86E, Pasal 86F, Pasal 86G, dan Pasal 86H
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86A
(1) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan
batuan jenis tertentu atau untuk keperluan
tertentu.
(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diterbitkan kepada:
a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal
dalam negeri;
c. koperasi; atau
d. perusahaan perseorangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis
tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari
badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa,
Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal
dalam negeri, koperasi, atau perusahaan
perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
(5) Selain persyaratan administratif, teknis,
lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan
koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu
atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
(6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan,
Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
(7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan
Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan
Penambangan.
(8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) terdiri atas:
a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit
informasi cadangan dan rencana Penambangan;
dan
b. dokumen lingkungan hidup.
Pasal 86B
SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus
memuat paling sedikit:
nama pemegang SIPB;
. nomor pokok wajib pajak;
. lokasi dan luas wilayah;

a.
b

c

d. modal kerja;
e. jenis komoditas tambang;

f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan

g. hak dan kewajiban pemegang SIPB.

Pasal 86C

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas

50 (lima puluh) hektare.
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Pasal 86D

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A tidak
dapat digunakan selain yang dimaksud dalam
pemberian SIPB.

Pasal 86E

Pemegang SIPB berhak:

a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan
Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan
manajemen dari Menteri;

b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk
keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah
membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86F

Pemegang SIPB wajib:

a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;

b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB
kepada Menteri.

Pasal 86G

Pemegang SIPB dilarang:

a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau
b. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan
kegiatan Penambangan;

Pasal 86H

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
SIPB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal I - Angka 65 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10
65. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 4
(empat) pasal, yakni Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal
87C, dan Pasal 87D sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 87A

Menteri wajib menyediakan data dan informasi
Pertambangan untuk:

a. menunjang penyiapan WP;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
dan

c. melakukan alih teknologi Pertambangan.

Pasal 87B

(1) Penyediaan data dan informasi Pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh
pusat data dan informasi Pertambangan yang dikelola
oleh Menteri.

(2) Pusat data dan informasi Pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola
informasi paling sedikit tentang:

peta informasi geospasial dasar dan tematik;
peta WP;

jumlah pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB;
potensi sumber daya;

sebaran potensi;

jumlah investasi;

informasi peruntukan dan tata ruang wilayah;
volume produksi;

Reklamasi dan Pascatambang;
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j. data geologi;

k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;
1. peluang dan tantangan investasi; dan

m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan
pendampingan.

Pasal 87C

Hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada
Menteri.

Pasal 87D

(1) Pusat data dan informasi Pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib
menyajikan informasi Pertambangan secara akurat,
mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat
oleh pemegang Perizinan Berusaha dan masyarakat.
(2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang
dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi
publik.

Pasal I - Angka 66 UU 3/2020 - A|3 2020-06-10

66. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan
Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 87, data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 87A, pengelolaan data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B, jenis data
yang dapat diakses atau tidak dapat diakses
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87D ayat (2), dan pengelolaan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 67 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

67. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan
Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha
Pertambangan.

(2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP
dan IUPK atau bekerjasama dengan:

a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan
Pertambangan; atau

b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat
diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah
memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.

(3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia,
pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan
prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan
Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses
kepada masyarakat untuk menggunakan jalan
Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

m. Wg, 3, 2z (penyuluhan) L x|
(pendampingan) .

A|87C=x=

HM87z=0|M Hst =AF L 917 (Penyelidikan dan
Penelitian)e| Zo= Z0|A M E=[0{oF Sict.
N|87D=

(1) m|87B= H|1&t0l|M

Y YEE Y5t o JEE, AASI7F ERARet
Folo| g wWE d2g & JA=S MISstojof St
(2) M1etolM "ot M2 J7tse &Y A2 ¥ FE2
SR= SSYESH =2ote| HP2l ol a2t

Al Btct.

HEEE 66 - H8IZx - A

66. MB89Zo| TFHES ctam Zo| HHsict.
X89=

MB7ZoIM B mAb U Aol YT Hof Hi},

b
gt Xtg ¥ E, M87BXOIM Fat

M87AZNAM X
A2 9l Mol Fa|, M87DE N2&to|M HEH X2
Jts == MZ £7ts8t XAt2e| 7, 2|1

ot

NYES 67 - M9I1Z - JHH
67. M91z2| #EE 2 Zo| JHFEict.
S| PHEN

(1) IUP U IUPK ERAH= ALY BE2 S350

C L
b. BAZER & 3 = 2B IR CH2 AR
(pihak lai 2y oM FEHg 5 [Of] .

ok Ok
00 Okl

(4) TUP 2 IUPK A= IUP 2 IUPKS| ZY O
S0 Mxiol S0l W2 5 FUOH FAC2E
ArB3=E T2 M3 & Uct.

(5) FAEZ ALS o|R9| ofgol BB NE AlES
Yezyos w= Yo 250 Mt

30/76



UU 3/2020 - koreadesk HZ = H|Z4] HA =

penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan
pada IUP dan IUPK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 68 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

68. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral,
termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang
telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi,
kecuali Mineral ikutan radioaktif.

Pasal I - Angka 69 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10

69. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang
memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain
tanpa persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK
memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang
dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan
cadangan; dan

b. memenuhi persyaratan administratif, teknis,
lingkungan, dan finansial.

Pasal I - Angka 70 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

70. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3
(tiga) pasal, yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal
93C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang
mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan
Menteri.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling
sedikit:

a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang
dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan
cadangan; dan

b. memenuhi persyaratan administratif, teknis,
lingkungan, dan finansial.

Pasal 93B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemindahtanganan IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 serta pengalihan saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93A diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93C

Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan IUP
atau IUPK, termasuk komoditas tambangnya, kepada
pihak lain.

Pasal I - Angka 71 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
71. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang
baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:
a. ketentuan keselama.lLan Pertambangan;

b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau
Pascatambang;

c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan

d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan
Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau
gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan
sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal I - Angka 72 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
72. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan
menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana
Pascatambang.

(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan
Pascatambang.

(3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan
sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP
atau IUPK wajib:

a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan
dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan

b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir
dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan
yang telah dilakukan Reklamasi danf atatt
Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal I - Angka 73 uu 3/2020 -
7HE U2 (VU 2/2025)

73. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan

Al&l 2020-06-10 - O|F

menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana
jaminan Pascatambang.

(2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan
dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak
melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai
dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal I - Angka 74 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

74. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan
termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b,
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penyusunan dan penyerahan rencana Reklamasi
dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99, dan dana jaminan Reklamasi dan/atau
dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 75 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

75. Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 101A

Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi ketentuan
penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.

Pasal I - Angka 76 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

76. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 102

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah
Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melaiui:
a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang
Mineral logam;

b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan
logam; dan/atau

c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara.

(3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui
kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan
minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan
mempertimbangkan antara lain:

a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau

b. kebutuhan pasar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum
Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 77 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

77. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau
Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam
negeri.

(2) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap
kegiatan Operasi Produksi telah melakukan
Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan
pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Pasal I - Angka 78 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10
78. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
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Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian
sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama
dengan:

a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan
Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan
dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau

b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha
Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak
terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang
perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK
lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau
pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan
dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Pasal I - Angka 79 uu 3/2020 -
Y U (UU 2/2025)

79. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2
(dua) pasal, yakni Pasal 104A dan Pasal 104B
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

(1) Dalam rangka Pengembangan dan/atau Pemanfaatan

Al&ll 2020-06-10 - O|F

Batubara, Pemerintah dapat memberikan penugasan
kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah,
BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha
swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian
dan/atau kegiatan pengembangan proyek pada wilayah
penugasan.

(2) BUMN, badan usaha milik daerah,
Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan

Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka

atau Badan

pengembangan proyek pada wilayah penugasan
mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang
WIUP atau WIUPK Batubara.

Pasal 104B

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai
tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,
Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 103 dan Pasal 104, dan tata cara pemberian
penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104A,
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal I - Angka 80 uu 3/2020 - Al3H 2020-06-10

80. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha
Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau
Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk
Penjualan.

(2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali
Penjualan.
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(3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang
tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral
dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Pasal I - Angka 81 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

81. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan
pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal I - Angka 82 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10 - 0|&
JHE U2 (UU 2/2025)

82. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana
untuk pelaksanaan program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya
ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat.

Pasal I - Angka 83 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

83. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 112

(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap
kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki
oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar
51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN,
badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha
swasta nasional.

(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama
dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, BUMN, dan/atau badan usaha
milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema
divestasi dan komposisi besaran saham divestasi
yang akan dibeli.

(3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara
berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran
divestasi saham dilakukan melalui bursa saham
Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan dan jangka waktu divestasi saham diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
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Pasal I - Angka 84 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

84. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 112A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 112A

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
Operasi Produksi wajib menyediakan dana ketahanan
cadangan Mineral dan Batubara.

(2) Dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penemuan cadangan baru.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan
cadangan Mineral dan Batubara diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 85 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10

85. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 113

(1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat
diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK jika
terjadi:

a. keadaan kahar;

b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan
penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha
Pertambangan; dan/atau

c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut
tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi
Produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang
dilakukan di wilayahnya.

(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
masa berlaku IUP atau IUPK.

(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Menteri.

(4) Menteri wajib mengeluarkan keputusan tertulis
tentang persetujuan atau penolakan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan
alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya permohonan.

Pasal I - Angka 86 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10

86. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 114

(1) Jangka waktu suspensi sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun
untuk setiap kali perpanjangan untuk keadaan kahar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf
a dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 113 ayat (1) huruf b; dan

b. diberikan paiing lama 2 (dua) tahun untuk
kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.

(2) Apabila dalam jangka waktu suspensi sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP atau IUPK sudah
siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan
dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri.

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu suspensi
berakhir karena kondisi daya dukung lingkungan
pemegang IUP atau IUPK belum dapat melakukan
kegiatan operasinya, pemegang IUP atau IUPK wajib
mengembalikan IUP atau IUPK kepada Menteri dalam
jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya jangka waktu suspensi.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya jangka waktu suspensi, pemegang IUP
atau IUPK tidak mengembalikan IUP atau IUPK,
Menteri dapat mencabut IUP atau IUPK.

(5) Menteri mencabut keputusan suspensi setelah
menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

Pasal I - Angka 87 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

87. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 118

(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP
atau IUPK dengan pernyataan tertulis kepada Menteri
disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang IUP
atau IUPK memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh
Menteri.

Pasal I - Angka 88 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

88. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban
yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal I - Angka 89 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

89. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Dalam hal IUP atau IUPK berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan
Pasal 120, eks pemegang IUP atau IUPK wajib
memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi dan
menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri.

Pasal I - Angka 90 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

90. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 122

(1) IUP atau IUPK yang telah berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dikembalikan
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kepada Menteri.

(2) WIUP atau WIUPK yang IUP atau IUPK berakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan
kepada BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha
swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan
melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

Pasal I - Angka 91 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

91. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 123

Dalam hal IUP atau IUPK berakhir, eks pemegang IUP
atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang
diperoleh dari hasil kegiatan Eksplorasi dan
Operasi Produksi kepada Menteri.

Pasal I - Angka 92 uu 3/2020 - Al3H 2020-06-10

92. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 2
(dua) pasal, yakni Pasal 123A dan Pasal 123B
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan
Operasi Produksi sebelum menciutkan atau
mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan
Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat
keberhasilan 100% (seratus persen).

(2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat
(1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang
hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus
persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi
dan/atau dana jaminan Pascatambang.

(3) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan
kembali, dana jaminan Reklamasi dan/atau dana
jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan
ditetapkan menjadi milik Pemerintah Fusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Reklamasi dan Pascatambang serta penempatan dana
jaminan Reklamasi dan latau dana jaminan
Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi
kriteria untuk diusahakan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 123B

(1) Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari
kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau
SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau
barang milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

(2) Mineral atau Batubara yang berada pada
fasilitas penimbunan pemegang IUP, IUPK, IPR, atau
SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau

dicabut, dapat dilakukan Penjualan setelah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
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Pasal I - Angka 93 uu 3/2020 -
HE US (VU 2/2025)
93. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi

Ald 2020-06-10 - O|F

sebagai berikut:

Pasal 124

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan
perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau
nasional.

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan
Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia
dalam rangka penanaman modal asing.

(3) Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan
di bidang:

Penyelidikan Umum;

Eksplorasi;

Studi Kelayakan;

Konstruksi Pertambangan;

Pengangkutan;

lingkungan Pertambangan;

Reklamasi dan Pascatambang;

keselamatan Pertambangan; dan/atau

H 00 Hh ® O O T 9

Penambangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau
nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal I - Angka 94 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10

94. Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah sehingga
Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan
Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha
Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP
atau IUPK.

(2) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan dapat
dilakukan oleh BUMN, badan usaha milik daerah,
Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan
perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan
kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib
mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga
kerja lokal.

Pasal I - Angka 95 uUU 3/2020 - A|3 2020-06-10

95. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 128

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib
membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:

a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang perpajakan; dan

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. iuran tetap;

b. iuran produksi;

c. kompensasi data informasi; dan

d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. iluran pertambangan ralryat; dan

d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf ¢ menjadi bagian dari struktur
pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi
daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang
rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal I - Angka 96 uU 3/2020 - Al3 2020-06-10

96. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal 129
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi
Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan
Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen)
kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada
Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak
berproduksi.

(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian
sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil
mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima
persen); dan

c. Pemerintah Daerah kabupatenlkota lainnya dalam
provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua
persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan,
pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 97 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
97. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 133

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan
pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya
berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan
dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah.

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan
bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor
ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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Pasal I - Angka 98 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10

98. Di antara Pasal 137 dan Pasal 138 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 137A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 137A

(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian
permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha
Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian
hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 99 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

99. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 139

Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan atas
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang
dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian, IPR, SIPB,
Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.

Pasal I - Angka 100 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

100. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 140

Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh
pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan
dan Penjualan, atau IUJP.

Pasal I - Angka 101 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10
101. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 141

(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan
yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK
sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR,
atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140,
antara lain:

teknis Pertambangan;

produksi dan pemasaran;

keuangan;

pengolahan data Mineral dan Batubara;
konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;

H © O 0 T o

keselamatan Pertambangan;

g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan
Pascatambxg;

h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan
kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat; dan

k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan
teknologi Pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf e, huruf £, hurlf g, dan huruf k
dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan
prasarana, serta operasional inspektur tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
kepada Menteri.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf c, huruf d, huruf, h, huruf i, dan
huruf j, dilakukan oleh pejabat pengawas
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan
prasarana, serta operasional pejabat pengawas
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan kepada Menteri.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan
laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada
publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal I - Angka 102 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

102. Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 141A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 141A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha
Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
dan Pasal 140 diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 103 uu 3/2020 -
103. Ketentuan Pasal 142 dihapus.

Algl 2020-06-10

Pasal I - Angka 104 uu 3/2020 -
104. Ketentuan Pasal 143 dihapus.

Al 2020-06-10

Pasal I - Angka 105 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
105. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 145

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung
dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat
kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan/atau

b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap
kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang
menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena
dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal I - Angka 106 uu 3/2020 - A|38 2020-06-10 - 0|
7HE US (VU 2/2025)

106. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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Pasal 151

(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif
kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP
untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41,
Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat
(4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A,

Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat
(6),

Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1),
Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96,

Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal
102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat
(1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat
(1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal
114 ayat (2)',

Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat
(3),

Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129
ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat
(2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi;

dan/atau

d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk
Penjualan.

Pasal I - Angka 107 uu 3/2020 -
107. Ketentuan Pasal 152 dihapus.

Algl 2020-06-10

Pasal I - Angka 108 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
108. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran
denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal I - Angka 109 uu 3/2020 -
109. Ketentuan Pasal 157 dihapus.

Al 2020-06-10

Pasal I - Angka 110 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

110. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).
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Pasal I - Angka 111 uu 3/2020 - Al 2020-06-10
111. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 159

Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan
sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110,
atau

Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau
menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Pasal I - Angka 112 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

112. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga
Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

(1) Dihapus.

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada
tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan
Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paiing banyak
Rpl100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal I - Angka 113 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
113. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 161

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan,
melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian,
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,
Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak
IUPK, IPR, SIPB atau
izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104,
atau

berasal dari pemegang IUP,

Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal I - Angka 114 uu 3/2020 - A3 2020-06-10
114. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 2
(dua) pasal, yakni Pasal 161A dan Pasal 161B
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161A

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang
memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB
sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a,
dan

Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 161B

(1) Setiap orangyang IUP atau IUPK dicabut atau
berakhir dan tidak melaksanakan:

a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau

b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana
jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana
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penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka
pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau
Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Pasal I - Angka 115 uu 3/2020 - A|8 2020-06-10 - 0|
7HE UAS (VU 6/2023)

115. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu
keglatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP,
IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal I - Angka 116 uu 3/2020 - A3 2020-06-10

116. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
158,

Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal
161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana
dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan
tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat
tindak pidana.

Pasal I - Angka 117 uu 3/2020 -
117. Ketentuan Pasal 165 dihapus.

Algl 2020-06-10

Pasal I - Angka 118 uu 3/2020 - A|38 2020-06-10
118. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang
Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan
keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal I - Angka 119 uu 3/2020 -
JHE U2 (UU 2/2025)

119. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3
(tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan
Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169A

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi
IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian

Algl 2020-06-10 - O|F

setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
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a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh
perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali
perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai
kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau
PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara.

b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh
perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan
perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai
kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan
pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya
peningkatan penerimaan negara.

(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilakukan melalui:

a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak
dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;

b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/ Perj anj ian sesuai rencana pengembangan
seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang
disetujui Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh
barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B
yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap
dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan
Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk komoditas tambang Batubara wajib
melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara
yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi
di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh
wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan
perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali
perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 169B

(1) Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan
seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi
WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi.

(2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus
mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan
PKP2B berakhir.

(3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan
keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi
cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka
konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk
tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan
nasional.

(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil
evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan
kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik.

(5) Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan
permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan
wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi
Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan
Usaha Pertambangannya.

Pasal 169C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi
Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan
tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi
Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada
sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi
ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP
Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan,
IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang
menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-
Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini berlaku.

e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan
pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya
Undang-Undang ini disesuaikan menjadi pertzinan
usaha industri yang diterbitkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang
perindustrian dalam jangka waktu paling lambat 1
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

f. Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
ayat (4), pengawasan atas kegiatan Usaha
Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP,
IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan
Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan
Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan
Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.

Pasal I - Angka 120 uu 3/2020 - A|3 2020-06-10 JIN™E=E 120 - M|170AX - AlAM
120. Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan 120. M|170=2} AM|171= Alo|o] 1(H7H =, =
1(satu) pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi HM170AXZ Cj=m zto| Atelsict.
zebafai7girikut: M 170AZ
asa e
(1) Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK (1) EFZ0l sHEst= KK, e TP £= 2528

; _— MAEA IUPK ERAt=,
Operasi Produksi Mineral logam yang:
a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan a. 713 ¥ A #@32 ol0] =™-SIUAHLE;
Pemurnian; b. 718 /= T AlMdE AMSk= abdol UALE;
b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan gl /=
dan/atau Pemurnian; dan/atau c. CIE MAICHH IUP E8X}, CIE MAMEHA| IUPK
c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau HOX}, 72 2 M3 M2 MAICH| IUP 29Xt E=
Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, JIE Qs HE BES SHsis CI2 QAR 7tZ
IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi 9/l ME HES 0|0 B AL
Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau === o= HA= = e
pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan O ol AfME mE =g 3(&h) olLhof ObA
dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan YE=X ofLet §F ZHE=E MES L8 =20
produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan oo sk & QJUch
dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka (2) M1EoM MeF EN ZEZAE NHES 229
waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang- TofSHs KK, AHAICEH IUP e ZETE AAMCHA|
Undang ini mulai berlaku. . . IUPK ESXH= wa&o| o wtat £5M (bea
(2) Pemegang KK( IQP Operasi Produksi, atau IUPK keluar)E LH=stofof BiCh.
Operasi Produksi Mineral logam yang melakukan N

(3) m1gtollA of

x5 Xl Mg L3t EX
Penjualan produk Mineral logam tertentu ke luar 1 Y&t opx F=X| ofE ST
=13 H

SHEE MEFo LT =2 Hojo| 25 ME A2

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ==
membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan HAFo= Hsict.

peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan
produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan
dalam jumlah tertentu ke luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Menteri.

Pasal I - Angka 121 uu 3/2020 - A|38 2020-06-10 JHEEE 121 - A171IAX - AN

121. Di antara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan 121. MN|171Z=9F NM|172= Ato|of| 2 (QH7H =, =
1(satu) pasal, yakni Pasal 171A sehingga berbunyi M171AZ=E Atol5to] Cl=2nb Zto| FASICEH:
sebagai berikut:

Pasal 171A

M171AZ=
KK EE= PKP2B2o| ol 729 (Wilayah eks KK atau
PKP2B) & Z&o| mJt ZDbof| w2 WUPK EE= WPNe =2

xyg % ot

Wilayah eks KK atau PKP2B dapat ditetapkan menjadi
WUPK atau WPN sesuai hasil evaluasi Menteri.

122 "eks"= 'M(BI) 'S SESte FF0{O|Ch. 0| EE KK-PKP2B-WPNQ| QRIS Zof MX| OfL|5t2E O] BOE OoFXlg Irj=2
FALCt.

Pasal I - Angka 122 uu 3/2020 - Al3 2020-06-10 - o|&  ZJHAE= 122 - AN|172A, 172B, 172C, 172D, 172ExX
7HE UAZ (VU 2/2025) . A,_I’é

122. Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 5 122. M|172%=2} M|173% Alolof 5(2)74 =, =
(lima) pasal, yakni Pasal 172A, Pasal 172B, Pasal M172A%, H|172B=, FN|172C=, X|172D=

172C, Pasal 172D, dan Pasal 172E sehingga berbunyi M172EXE Atol5t0] Ch2Tb 20| BABICH:

== g4
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sebagai berikut:

Pasal 172A

Ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi
pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini berlaku
secara mutatis mutandis terhadap IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kecuali yang
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 172B

(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan
izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib
didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan
kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP,
WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.
Pasal 172C

Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian
kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN,
berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu IUP
Operasi Produksi.

Pasal 172D

Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan
nilai tambah Mineral logam atau Batubara secara
terintegrasi sebelum berlakunya Undang-Undang ini
diberikan jangka waktu dan luas wilayah IUP atau
IUPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 172E

Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib
ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai
berlaku.

2 92 "didelineasi"= delineasi(ZAE 1=
oot gict.

Pasal I - Angka 123 uu 3/2020 -
7HE UAS (VU 2/2025)

123. Di antara Pasal 173 dan Pasal 174 disisipkan 3
(tiga) pasal, yakni Pasal 173A, Pasal 173B, dan
Pasal 173C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173A

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi
Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh,
Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang
tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang
mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah
tersebut.

Pasal 173B

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan
konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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HE0M SYs| #2=X| Oot-ste &, ZFAIIEE}
EdiX|ed Z=(Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta), X}IFIZ2E} $+EZEYHX| F(Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta), OA|
(Provinsi Aceh), A{ml=Zo0} F(Provinsi Papua
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kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian
Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten
1Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan
Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173C

(1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah
provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan
Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan
Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan
diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang
ini.

(2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan
pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau
gubernur tidak dapat menerbitkanperizinan yang baru
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang
mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di
bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

urusan pemerintahan konkuren"2 ZUHELS

2=
U=ty

20144 HE WN235 HE mjE2|AQ| Zojxx}l HSo0|c).

Pasal I - Angka 124 uu 3/2020 -
JHE US(UU 2/2025)

124. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah

Al 2020-06-10 - O|F

ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku.
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M= — A8

Pasal II uu 3/2020 - A|3 2020-06-10 MNII=

Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada MII=x=

tanggal diundangkan. 0| HES ZZg|= utof AlSM=CE.

'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan D E AlZto| 0|2 UEE, o] HEES Q=U|A|ot252
pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran THo| Z2=e e gsic.
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 2020 62 10Y XIFI=ELN|A X{7F(Disahkan)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO ollAlO}Z5I2 CHES, (MH)

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 20204 62 10 XIFIZE}0|A Z= (Diundangkan)
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK ollAlO}Z5I2 HEOIAET, (MH)

INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ol {|A|O}2EI=2 ZE 20204 X|1475
147 =0 AURX|SH= AH=

Salinan sesuai dengan aslinya OIS HA|O}EE}E 2SH|A{E (Kementerian
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA .
Sekretariat Negara)

[zelofl 7t el =+ i8] Bidang Hukum dan [Z{2lof 7t

PN el ol A&~ He H =Eof al el
g‘l% _/\'_ ﬁ%]'undangan, [Elo._lo‘" 7|-E:| g‘l% _/\'_ [—| |_Oﬂ 7|-E 2= T HAI:I] H I: = [—| |_O1| 7|-E:|
glS]ilvanna Djaman 1€ = @l&]-undangan, [Zelo| 7t2f ¢ig =+

=
gl2]ilvanna Djaman
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6l A1 (Penjelasan)

HE 220l Hel sido|ct. JH™Es HEE= HMIxel 7
Y@Esict, , Dihapus) & TAMNIBICH 2 KZiCH

Penjelasan - Umum

I. UMUM

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan
alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber
daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh
negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Fusat
bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan
Batubara yang ada di wilayah Hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia melalui pengelolaan dan
pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal,
efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan
mendukung perkembangan serta kemandirian
pembangunan industri nasional berbasis sumber daya
Mineral dan/atau energi Batubara.

Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada,
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan
pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan
serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk
permasalahan lintas sektoral antara sektor
Pertambangan dan sektor nonpertambangan.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan
pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral
dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral
dan Batubara.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, terdapat materi muatan baru yang
ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum
Pertambangan;

2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;

3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;

4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN,
badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk
melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka
penyiapan WIUP.

5. penguatan peran BUMN;

6. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan
Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep
perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk
jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta
perizinan untuk pertambangan rakyat; dan

7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan,
termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.
Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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5. 2947\ (BUMN) 2| oIt Zisf;

= == =
6. UNo| 5Y 7 Lt 5

u—
- <

ofgk Zst, 2|0 JIEA
(Kontrak Karya, KK) EEs= MEIAHAH 2E(Perjanjian
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kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah
Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan
dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan
informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan
operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

Azt F

1. Pengusahaan; £
2747

FAteish 2 gzicH(&s-

B2 e Alpioz 99|

e 3
AE
S, ol H M1x= JHE Fol(FY At &82 M7 == LRIt 2L 7 A

PKP2B) HRRte| 29 Aol Bet AIEE CHAl

TE5HACE.

2l). (Pascatambang, & 'mz& & 2|, 2

—
—
M -MAN-XEX2Z st &E)0| cHSsict.

b
|

2. THIMZ 27152, 2 penerimaan negara bukan pajak(PNBP)2| 7|Z ¥ 20{E IRiC}.

Penjelasan - Angka 1
Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 2
Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 3

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis
tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai
tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain
intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang
dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri
strategis (antara lain batu gamping, clay, dan
pasir kuarsa untuk industri semen).

Ayat (3)

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 4
Angka 4
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf £
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
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£23| gasict
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Cukup jelas. is
Huruf k S&5| HEoict.
Cukup jelas. =
1=2
Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m k=
Cukup jelas. E&20o| HEsiCt.
Huruf n 1s
Cukup jelas. =E235| "Heksict.
Huruf o ns

Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan

perundangundangan. N

Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan o=

bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan BIMZ =7t+¢ (penerimaan negara bukan pajak,
pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- PNBP)2o| ZE|= HZo| HAM| UIE A&, Alsd, zal
undangan. o|8f 4l Zt=g I EH5iCt.

Huzuf p HMZ 27telol SHEe Walol R M M2

e tre dgel geolct.

Cukup jelas p_§ _

Huruf T S25| HEsic

Cukup jelas q=

Huruf s S 25| HEstct.

Cukup jelas. s

Huruf t =235 ™E&sict

Cukup jelas. 55

Huruf u

Cukup jelas.
Huruf v
Cukup jelas

Huruf w u=
Cukup jelas. S0 HEsict.
Ayat (2) =
Cukup jelas S85| HESICE.
Ayat (3) ==
Cukup jelas =925 "asict
H2g
Z&0| Yoot
X3gt
£ 25| HEsiot
Penjelasan - Angka 5 sid - JHHES 5
Angka 5 JNEE=E 5
Pasal 7 M7=
Dihapus =
& APR| BT},
Penjelasan - Angka 6 sid - JHHES 6
Angka 6 IN™E=E 6
Pasal 8 NI8=
Dih . =
thapus AbX|etct.
Penjelasan - Angka 7 sid - JHHES 7
Angka 7 IN™st=E 7
BAB IVA M IVAR
Cukup jelas =235 mstsict.
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Penjelasan
Angka 8
Pasal 8A
Cukup jelas
Pasal 8B
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 9
Pasal 9
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 10
Pasal 10

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 11
Pasal 11

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 12
Pasal 13
Dihapus

Penjelasan
Angka 13
Pasal 14
Dihapus

Penjelasan
Angka 14
Pasal 14A

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 15
Pasal 15
Dihapus

Penjelasan
Angka 16
Pasal 17
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 17
Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal 17B
Ayat (1)

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penelitian oleh

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

8

10

11

12

13

14

15

16

17
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lembaga riset negara yang mendapatkan penugasan
dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 18

Angka 18

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh
Menteri termasuk Penyelidikan dan Penelitian yang
dilakukan oleh lembaga riset negara, BUMN, badan
usaha milik daerah, dan Badan Usaha berdasarkan
penugasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 19
Angka 19

Pasal 21

Dihapus

Penjelasan - Angka 20
Angka 20

Pasal 22

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 21
Angka 21

Pasal 22A

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 22

Angka 22

Pasal 27

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruh luas
wilayahnya" adalah untuk menentukan persentase
besaran luas dan batas wilayah yang akan di
usahakan pada suatu wilayah yang telah ditetapkan
menjadi WPN.

Wilayah yang didelineasi dan ditetapkan menjadi WPN
merupakan wilayah yang memiliki cadangan atau
sumber daya komoditas Mineral logam dan/atau
Batubara dan berada di wilayah konservasi, lindung,
atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk
Pertambangan, sehingga persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia diperlukan sekaligus
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dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan 2st Aoz M &4 ZEQ5ict. Foo| ME = o=
atau peruntukan tata rlrang. Prinsip pemilihan MAo| QRle slAsgs, 3= 223, Xzt gl

sebagian atau seluruh wilayah meliputi kaidah- DjAfEte| BA, J2|T AlZ2E 27F £90 FHES
kaidah daya dukung lingkungan, daya tampung Zatsic

kegiatan, konservasi sumber daya dan cadangan, dan ~

kebutuhan negara yang mendesak. i3

Ayat (3) AN SHCE.

Dihapus. XNagt

Ayat (4) 5&6| Yoot

Cukup jelas.

AR F
1. TWPN, 2 sHiaof o220t Lk=2ct. o] ¥ X1z 7§H™ Ael= Wilayah Pencadangan Negara(Z X = =27 MEFH
olalg glstol HIEE

s ot
sgyolch. TRIIREX, 2 #ef ojolch.
C

2. Tsumber daya; AtelzF, Tcadangan, 2 Dj&zte=2 725t0] 27CH( Tsumber daya alam; , [sumber daya Mineral
2 adt oojel TXpel ).

Penjelasan - Angka 23 A - JHE= 23
Angka 23 JHEEHE 23
Pasal 27A R27AZ
Huruf a _
az

Mineral logam termasuk Mineral logam tanah jarang
Huruf b
Cukup jelas

o
MHO
rlo
lob
l
dn
[l
1B
okl
]
mjo
H
]
ot
ul

Huruf c
Cukup jelas.

O = o O o = Ol
I L LU

Huruf d 5| asict
Cukup jelas

5| st
Penjelasan - Angka 24 A - J"E=E 24
Angka 24 JH™E=E 24

Pasal 28 287
Cukup jelas. _

Penjelasan - Angka 25 M - JH™EI= 25
Angka 25 JH™EE 25
Pasal 31A M31AZ

Cukup jelas =

Penjelasan - Angka 26 e - JHE=2 26
Angka 26 INAEE 26
Pasal 35 X|35%

Ayat (1) H15t

Cukup jelas. £235 gasict
Ayat (2)

Cukup jelas. AN|2gt

Ayat (3) SE25| HEsict.
Huruf a X|3&t

Cukup jelas as

i E235| Fatsict
Cukup jelas bs

Eﬂiﬂi §elas %_,—‘?_’—6[ Rl
Huruf d c=

Cukup jelas S5 Hatstot
Huruf e ds

Cukup jelas =23 HSsict.
Huruf f eSS
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Yang dimaksud dengan "izin penrrgasan" adalah izin
dalarr, rangka pengusahaan Mineral radioaktif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi
didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi,
akuntabilitas, dan eksternalitas dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain
dalam pemberian IPR dan SIPB.

Azt F

is
" F &{7t(izin penugasan) "2t AKXt Z2of HIFO
ol mat gAbY Z2E2 Atgststy| fIT S{7HE
LSiCt
g3
2235 yaksict
hs
Z&0| Yoot
is
£&0c| Y=istot
A4t
SUEEIL F XLHERo| AT ASE fIYSte
He HE AR SHolMe ERN, E8M, MM U
oleEmte| ARof 2H5H0Y, 1 Jh2ciols

QIR =25{7}(Izin Pertambangan Rakyat, IPR) !
QtMINZS{7F(Surat Izin Penambangan Batuan,

SIPB)S| 2tZ0| UCt.

1. &2 PDFe| Tizin penrrgasan; 2 [izin penugasan, 2| Z2At 7jElez E1 ZZCt. "R 57t = =l9do|ct.

Penjelasan - Angka 27

Angka 27

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan
terhadap Mineral logam. Kegiatan Pengolahan
dilakukan terhadap Mineral bukan logam dan batuan.
Ayat (2)

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 28

Angka 28

Pasal 36A

Yang dimaksud dengan "Eksplorasi lanjutan" adalah
kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan data
dan informasi geologi berupa sumber daya dan/atau
cadangan pada tahap Operasi Produksi.

Penjelasan - Angka 29
Angka 29
Pasal 37
Dihapus

Penjelasan - Angka 30
Angka 30

Pasal 38

Cukup jelas
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sid - WS 29
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Penjelasan - Angka 31 M - EE= 31
Angka 31 NgeEs 31
Pasal 39 X397
Huruf a =
as

Profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, _ _ _ -
P pating SAb JHRE HAS WH, Fa, FF, 0JAb

alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan X ] = . i _
(direksi), ZAIR|R (komisaris) ! LIMAIHS

nomor pokok wajib pajak.

A b (nomor pokok wajib pajak)Z FAMEZCH.
Cukup jelas. bs

Huruf c S0 HEsict.

Cukup jelas csS

i € 23| Wit

Cukup jelas. d=

Huruf e

Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah modal

yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan es

kegiatan Eksplorasi. "2X™AHE (modal kerja)"o|zt R{ZAIAS7H(Izin
Huruf £ Usaha Pertambangan, IUP) ERXI7} ErAL
Cukup jelas. (Eksplorasi) &= £35t7| 510 ZzF0{of sl=
i AH2g wsict,

Cukup jelas. 5

st £53| Yasict

Cukup jelas. _

Huruf i g_z

Cukup jelas. S=5| BESICt.

Huruf 7 hs

Cukup jelas. =523 HStsict.

Huruf k is

Cukup jelas.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan "dokumen lingkungan" adalah
dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap

Operasi Produksi. k_§ _
Huzuf m E&0c| Y=sict.
Cukup jelas. 1s
"5tZ4 2A{(dokumen lingkungan)"2t MAHCAE

+¥st7| 2150 Adst= EME LBt

Xt F=
1. modal kerja, = '2#xE, 22 27iCt. A2 0|2

ez dEstict.

>

HZ2AIYS7H(IUP) ERAIZL BALE S83517| 2I5t0] 2tF0{0F St=

Penjelasan - Angka 32 A - J"E=E 32
Angka 32 JNEs=E 32
Pasal 40 pVICES
Cukup jelas. 2535 oysisict
Penjelasan - Angka 33 M - Ji™E= 33
Angka 33 JINHE=2 33
Pasal 42 VPES
Huruf a _

as

Cukup jelas e @
Huruf b £25| ¥e
bs

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis c2

tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai "EXY =ZF9| H|ZE ZE"0|Z JIX|7F =1 A FE
tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain £ 9l H|Z2S ZLZE(CIO|OIRES}f HM £) L= MEk
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intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang
dibutuhkan untuk menjamin pasokan industi strategis
(antara lain batu gamping, clag, dan pasir kuarsa
untuk industri semen).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 34
Angka 34

Pasal 42A

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 35
Angka 35
Pasal 43
Dihapus.

Penjelasan - Angka 36
Angka 36
Pasal 44
Dihapus.

Penjelasan - Angka 37
Angka 37
Pasal 45
Dihapus.

Penjelasan - Angka 38

Angka 38

Pasal 46

Ayat (1)

Jaminan diberikan setelah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 39
Angka 39

Pasal 47

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 40
Angka 40

Pasal 48

Dihapus

Penjelasan - Angka 41
Angka 41

Pasal 51

Cukup jelas
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Adel SE2 EFSH| fIsto R HIgS 2
(AMHE MHAHAE M3[ef, ME(clay) H MAA S)2
Elis)

d&s

M - B 34
HEHE 34
N42AZ=

M - JHEEE 35
NHs= 35
N43=

AR}

M - JHEEHE 36
NHs= 36
Na4d=

AR BiCH.

M - JHEEE 37
NHse 37
X|45Z=

AR BiCH.

sid - JWHES 38
HEE= 38

Ma6z=

xl1gt

232 Wyel 7N WE 2US 558 o
xlZEct.

x|28

525 Yapsict

xI38

s25 BEsict

sid - JHYYS 39

NS 39

s - NS 40
HHE= 40
Ma8=x=

Afr| gtk

Ha - MRS a1
Hyes 41
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Penjelasan - Angka 42
Angka 42

Pasal 52

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 43
Angka 43

Pasal 54

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 44
Angka 44

Pasal 55

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 45
Angka 45

Pasal 57

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 46
Angka 46

Pasal 58

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 47
Angka 47

Pasal 60

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 48

Angka 48

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat komoditas tambang lain

yang keterdapatannya berbeda secara vertikal maupun
horizontal, pihak lain dapat mengusahakan komoditas
tambang lain tersebut. Komoditas tambang lain dapat
berupa Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan,

kecuali Mineral radioaktif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 49

Angka 49

Pasal 62A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah
optimalisasi dan efisiensi cadangan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

s - HEES 42
HHas 42
M52

S5 Yoot

sia - JHEEE 43
N2 43
N|54=

SE5| UESIC.

0

A - JHEES 44
e 44
M|55=

SE5| YESIC.

o - HYYS 45
HEES 45

o - HYYS 46
HEES 46

sid - WHES 47
= 47

sy - HEE=S 48
N2 48

M6l

A1t

S 25| HEstct.

A2

MIAIESH 77 (WIUP) Qtof| =& = sHoZ £Z
X7t M2 CtE = o2 &Y ME0| e 2%, HE
SALRIZE O Y MES AYEtE £+ Uct. ©E 2y

dE2 WA Z=22 Mot 25 3=, HZS =,

fMo| = = Ut

MN3g

E 25| Hestot

A4

S5 Yestot

sia - JHEEE 49
NHs= 49

N62AZ%

w18t

"HZX (konservasi) "O|2t OjZtZkO| F|AMSI} S 52

Efli=
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Penjelasan
Angka 50
Pasal 65

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 51
Pasal 66

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 52
Pasal 67

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 53
Pasal 68

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 54
Pasal 70

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 55
Pasal 70A

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 56
Pasal 72

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 57
Pasal 73
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 58
Pasal 75
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 59
Pasal 81
Dihapus.

Penjelasan
Angka 60
Pasal 82
Dihapus.

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-23

s - Ny
HYER 50

Ngeg= 51
M6

sid - JWYEYS
NS 52

MN67%x

SE5| YESIC.

sid - WSS

JHEe= 53

s - HYES
HHE= 54

s - HYES

JHEe= 55

A - HYHS

W= 57
H|73x=

S5 st

sid - WSS
Nges 58
MN75%

SE5| YESIC.

M - s
W= 59
MN81=

AR BiC}.

o - WS
HHE= 60
M82=x=
Afx|ghct.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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Penjelasan - Angka 61
Angka 61

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pengembangan seluruh wilayah disusun
berdasarkan hasil kegiatan Eksplorasi dan Studi
Kelayakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 62

Angka 62

Pasal 83A

Cukup jelas.

Pasal 83B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah
optimalisasi dan efisiensi cadangan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 63
Angka 63

BAB XIA

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 64

Angka 64

Pasal 86A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah
batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu"
adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan
yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau
Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

sid - HYYS 61
Hges 61

M83=x=

as

Z&0o| Y=stot
bs

£ &5 HESiCt.
cE

st}
ds

S25| HEsic
es

£23| Yasict
is

£&0c| Yeistot
f2i=)

£&0c| Y=tstot
hs

z235| waksict

sid - JHHEES 62

Nde= 62

MI83A=

£ &5 HESiCt.

X|83B=x=

A1

"HZX (konservasi) "O|2t OfZ&tZk

sl - HHES 64
HHEe 64
XM86AZ

w18t

lo
M
it
o
_\-'C_)
foi
1o
ol
i

"EX ZF9| 24 (batuan jenis tertentu)"O|Et

dd +20| AEEE AMS Lot

"EX 2EE 2|5t0{ (untuk keperluan tertentu)"t
SUHE /= XUHYHEI MY E BESts W
At g REHEsH7| st 8=E LSICt.

M|2gt

£ 25| Hestot

H3g

S5 Yestot

X|agt

E20o| HEsict

X5

S 25| Yestot
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Cukup jelas X635t

Ayat (7) E20o| HEsict.
Cukup jelas w78

R 523 Yssict
Cukup jelas _

Pasal 86B Hisg

Cukup jelas S25| st
Pasal 86C M|86B=

Cukup jelas. S0 HEsict.
Pasal 86D M|86C=

Cukup jelas. =25 malsict
Pasal §6E X|86D=

Cukup jelas P
Pasal 86F SEs| gHsit
Huruf a MI86EZ=

Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yang SE35| gatsict
baik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan HN|86F =
perlindungan lingkungan hidup. as

Huruf b L=

4 Z¢ 2=/ (kaidah Pertambangan yang
Cukup jelas.

e ba_ik)"OIE';F 29 QHMo| EE1 S HSE st
Cukup jelas b_§ _
Pasal 86G SE5| st
Cukup jelas. c=2
Pasal 86H S 25| HEstct.
Cukup jelas X|86G=
£&0c| Yeistot
N|86H=

Penjelasan - Angka 65 M - JH™E= 65
Angka 65 INES=E 65
Pasal 87A M87AZ
Cukup jelas 2535| oisisict
Pasal 87B

. X|87B=
Cukup jelas _ o
Pasal 87C E20o| HEsiCt.
Cukup jelas XM87C=x=
Pasal 87D S 25| HEStCt.
Cukup jelas X|87D=

S&E5| Yoot

Penjelasan - Angka 66 i - JHHES 66
Angka 66 JHAESHE 66

Pasal 89 O ECES
Cukup jelas. =

SE5| HESIC.

Penjelasan - Angka 67 Sl - JWHEE 67
Angka 67 IHEE2 67

Pasal 91 M1z

Ayat (1) H18

Yang dimaksud dengan "jalan Pertambangan" adalah

o

"ZH T Z(jalan Pertambangan)"Zt Q] &=
floto] XHE ME EE2EM ZHY dY(area) EE=
e 9491 otof| ®lenm] x| Z=Z(jalan penunjang) 2t
EZ(jalan tambang)Z O|R0{&l AHE ZsiCt.

jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan
Pertambangan dan berada di area Pertambangan atau

Ir m

area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan

0 =
> I

jalan tambang.

Ayat (2) A2gt
Cukup jelas. S 25| HEsict.
Ayat (3) X3g

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 68
Pasal 92
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 69
Pasal 93
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 70
Pasal 93A
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saham" adalah saham yang
tidak terdaftar di bursa saham Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 93B
Cukup jelas
Pasal 93C

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 71
Pasal 96
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 72
Pasal 99
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 73
Pasal 100
Cukup jelas

Penjelasan
Angka 74
Pasal 101

Cukup jelas.

Penjelasan
Angka 75
Pasal 101A

Cukup jelas.

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

- Angka

=)

DAl ol
A HAY=E

68

69

70

71

72

73

74

75

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

£25| Yepsict
x4zt
E2s| Yasict
A58
525 Yesict

sid - WHEYS 68
HEe= 68

sid - WS 69
HEE= 69

e - JHEES 70
Nge= 70
M 93AZ

sid - JHYES 71
ngeg=s 71
M 96z

- HYEYS 73

s - HEES 74
HEEe 74
AM101=x

SE5| UESIC.

sid - JHYES 75
W= 75
M101AZ

SE5| YESIC.

IZHAlOF SE M0 SEEX]
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Penjelasan - Angka 76

Angka 76

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan Batubara antara lain dapat berupa:
peningkatan mutu Batubara (coal upgrading);
pembuatan briket Batubara (coal biquetting);
pembuatan kokas (coking);

o O T o

pencairan Batubara (coal liquefaction);

e. gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk
underground coal gasification; dan

f. campuran Batubara-air (coal slurry/ coal taater
mixture) .

Pemanfaatan Batubara antara lain dengan membangun
sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di
mulut tambang.

Ayat (3)

Huruf a

Peningkatan nilai ekonomi adalah peningkatan nilai
tambah atas produk mineral di dalam negeri yang
mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal
bagi negara, penyediaan rantai pasok (supply chainl
Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan
industri dalam negeri dengan mempertimbangkan
keunggulan komparatif sumber daya Mineral, dan
kelanjutan operasi Pertambangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

ARk =

1. [Pembangkit Listrik Tenaga Uap, & 220 AMEto|zt= 2ol @lof =li5t0d

2. 22 PDFQ| flcoal biquetting, ,

Penjelasan - Angka 77
Angka 77

Pasal 103

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 78

Angka 78

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang
mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian yang diterbitkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perindustrian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang
mendapatkan perizinan untuk kegiatan Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara yang diterbitkan

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

Fcoal taater mixture,

sid - JHYYS 76
Nges 76

X 102%

N1gt

S&o| HEsict
MN|2&t

A

ro

AMEL Ji2t (Pengembangan Batubara)2 Ci2a Zt

=S
a. MEt Z& SkAH(coal upgrading);
b. MEL 4E} X|=(coal biquetting);
c. @AA HM=(coking);
d
e

MEL JtASH(coal gasification) (X|5F AMEH
JtASH(underground coal gasification) =Z=gh); &l
f. MEt-E Z8E(coal slurry/ coal taater
mixture).

AMEt &2 (Pemanfaatan Batubara)2 I 7+20| ZHAt

QIFOAM S7|2EX A (Pembangkit Listrik Tenaga

Uap, PLTU)E AAZ HAMSI= HtH So=Z SiCt.

X3gt

as

ZHMA JEX[e] Mz, =7t FA2l AMZA o|s

= A= W & [Zel 2II7tX| M, J2(10 &

AL HLe2t Y 22U
=1 5

Atejo| =
— = o

=
=

=

=

0
TH0
X

rlo
o
B
i

T(supply chainl,

sia - HEEE 77
NHse 77

sid - WS 78
HEe= 78
N104=

M1

bz

"CHE ARAE(pihak lain)"eh 4t 2of HFH2
o met Y2E vts Y/E=E Y #23 SUtE
22 SARIE et

M2

"CHE YARAE(pihak lain)"eh 4] FOf HFH2
o et g ME VY Y/E= 28 288
SI7IE 22 YAKIE et
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berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang perindustrian.

Penjelasan - Angka 79 M - Ji™E= 79
Angka 79 JH™EL=E 79

Pasal 104A M104AZ

Cukup jelas.

S35 Hstsict.
H104BZ=

SE5| HESIC.

Pasal 104B
Cukup jelas

Penjelasan - Angka 80 M - Ji™E= 80
Angka 80 WEe= 80
Pasal 105 1053
Cukup jelas =525 HSksict.
Penjelasan - Angka 81 M - J|HEES 81
Angka 81 NgEs 81
Pasal 106 M106=
Pemanfaatan tenaga kerja setempat dilakukan dengan A LE2o| B2S 7825 =29 oatn M2MS
tetap mempertimbangkan kompetensi dan keahlian
P menpextimbangian fompetens: ' 7% D{SEA o|Ro{FICt
tenaga kerja yang tersedia. o o Gl S S -
(=] o] o EIHEXIF 5 C
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan of 82 =vtel A¥e RLHSD SL5t0 HF
=TS slad=
menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih Y = UAEE sHE= Aot

mampu bersaing.

Penjelasan - Angka 82 M - Ji™E= 82
Angka 82 JH™E=E 82
Pasal 108 M108=

Cukup jelas =

Penjelasan - Angka 83 M - Ji™E= 83
Angka 83 JNMH&=2 83

Pasal 112 M112=

Ayat (1) H15t

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha swasta nasional" " _ . "
=L 9IZtALA| (Badan Usaha swasta nasional) "t

adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia _ _
OlZUAlO} HOIHS ZHE APAMIZM FAl AR7} 100%

yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen)

dalam negeri. (W HME) il AS Lsict.

Ayat (2) X|2&t

Cukup jelas. Z 25| HSlsict.

Ayat (3) X3&t

Cukup jelas. 2235 mssich

Ayat (4) xast

Cukup jelas. e o
2235 waksict

Penjelasan - Angka 84 Ao - JHE=E 84

Angka 84 JHEEE 84

Pasal 112A M112A%

Cukup jelas.

SE5| ST,

Penjelasan - Angka 85 i - JHHES 85
Angka 85 JHM &2 85
Pasal 113 AM113%
Ayat (1) X115t
Yang dimaksud dengan " i" adalah pelak fl1es
ang dimaksud dengan "suspensi" adalah pelaksanaan - - e o
x 2 T ALY BI=ES QA|Xoz ofy
penundaan atau penangguhan kegiatan usaha gl (suspensi) 'S == e #SE AN |
= Roste AMES ZsiCt.
Pertambangan untuk sementara waktu.
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Huruf a

Keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil,
pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir,
kebakaran, dan bencana alam atau nonalam di luar
kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi antara lain blokade,
pemogokan, perselisihan perburuhan di luar
kesalahan pemegang IUP atau IUPK, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau perizinan terkait
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tidak dapat
dilakukannya kegiatan usaha Pertambangan Mineral
atau Batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kondisi daya dukung
lingkungan" adalah apabila kondisi daya dukung
lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung
beban kegiatan operasi produksi Mineral dan/atau
Batubara yang dilakukan di wilayahnya pada kondisi
saat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

ozt F

1. Tkeadaan kahar, = 27188, o2 Z7ZiCt.

ok

Penjelasan - Angka 86
Angka 86

Pasal 114

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 87
Angka 87

Pasal 118

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 88
Angka 88

Pasal 119

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 89
Angka 89

Pasal 121

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 90
Angka 90

Pasal 122

Cukup jelas.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

as
278t (keadaan kahar)ols MM, 2zt &2, Hi2t,
M, XX, &=, i, Oz|n Qlztel 53 Hiof

U= XA E= HIAIHRSH S0| QUL

3l At&(keadaan yang menghalangi)ofs =2,
oted, IH2AMASZH(IUP) = SEMIAIHS7H(Izin
Usaha Pertambangan Khusus, IUPK) ESfXIe| mb4l

om H o

sid - JHYYS 86
Nges 86

- HYYS 87

sid - JHYYS 88
Nges 88

sid - JHYYS 89
HEe= 89

- HYEYS 90
HEEs 90
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Penjelasan - Angka 91
Angka 91

Pasal 123

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 92

Angka 92

Pasal 123A

Cukup jelas.

Pasal 123B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitas penimbunan" adalah
fasilitas untuk melakukan penimbunan Mineral
dan/atau Batubara yang lazim disebut stockpile.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 93
Angka 93

Pasal 124

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 94
Angka 94

Pasal 125

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 95
Angka 95

Pasal 128

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 96
Angka 96

Pasal 129

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 97

Angka 97

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan dan
memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi
daerah" adalah membagihasilkan penerimaan negara
bukan pajak secara proporsional baik pada daerah
penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk
daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan
perundang-undangan" antara lain peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

sid - JHYYS 91
Hges 91

Nges 92

M123A=

5525 Fasict.
M123B=

X1

525 Yasict
Hj2g

AEDOiQl (stockpile)o|2tn Ez|l=, &2 ql/c=

MEte] HX|E 2SI AlMES LBICH

= T o =
H|3et
SE5| UESIC.

- HYYS 93
HEes 93
M124=

SE5| YESIC.

A - MBS 94
Hyes 94

sid - WS 95
HEe= 95

sid - JHHES 96
HEE= 96

sid - JHHYS 97
= 97

M|133=
M1t
"o A A &Y 30| X 0[X|= dee|

12| (prinsip keadilan dan memperhatikan dampak

kegiatan Pertambangan bagi daerah)"2t B2 9
THEo wet, dE XY, F Y gegs e XES
0 stel Rl 2o HMZ F7tSYUS

gt
Moz 9 2tf(bagi hasil)st= AE LI,

X2t
"HEo| g0t HIMZ IVt 2ofe| HE S
Elis)
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Penjelasan - Angka 98 M - Ji™E= 98
Angka 98 NgeE= 98

Pasal 137A M137A%

Ayat (1) X158t

Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan =X 2RO HAS FHIAISIH(IUP) Eo
=A™ TA|= © = = O g

SYMZ ALY 7HIUPK) ERXReL EX[EXL Ato]of|

=
807} 0|20{X[x| OfSte AL FUHLI =M

oleh Pemerintah Fusat melalui mediasi dalam hal
tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP
atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

(mediasi)Z2 E35}0o{ SiCt.
H2gt

Penjelasan - Angka 99 M - JH™E=E 99
Angka 99 JH™EHE 99

Pasal 139 X‘”139_7F_

Cukup jelas 225 "asic)
Penjelasan - Angka 100 M - JHHE=E 100
Angka 100 JHESHE 100

Pasal 140 N|140=

Cukup jelas 2935| gasict
Penjelasan - Angka 101 M - J|HE=E 101
Angka 101 JHAESIE 101

Pasal 141 N141=

Cukup jelas. z935| gasict
Penjelasan - Angka 102 M - J|EEE 102
Angka 102 JHEEI2 102

Pasal 141A AM141AZ%

Cukup jelas =25 msisic).
Penjelasan - Angka 103 M - J|EE=E 103
Angka 103 JHEE= 103

Pasal 142 M142=x=

Dihapus. APR|BHC}.
Penjelasan - Angka 104 A - JHE=E 104
Angka 104 JHAEHE 104

Pasal 143 N143%=

Dihapus. AFH| BT}
Penjelasan - Angka 105 A - J|™HE=E 105
Angka 105 JINAES=E 105

Pasal 145 N|145%

Cukup jelas. =235 mystsic)
Penjelasan - Angka 106 e - J|HE=E 106
Angka 106 JINHS=E 106

Pasal 151 X_{|151_;E

Cukup jelas. £235 wsisict
Penjelasan - Angka 107 e - JH™HE= 107
Angka 107 JHESI2 107

Pasal 152

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23
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Dihapus.

Penjelasan -

Angka 108
Pasal 156

Cukup jelas.

Penjelasan -

Angka 109
Pasal 157
Dihapus

Penjelasan -

Angka 110
Pasal 158
Cukup jelas

Penjelasan -

Angka 111
Pasal 159

Cukup jelas.

Penjelasan -

Angka 112
Pasal 160
Ayat (1)
Dihapus
Ayat (2)

Cukup jelas.

Penjelasan -

Angka 113
Pasal 161
Cukup jelas

Penjelasan -

Angka 114
Pasal 161A

Cukup jelas.

Pasal 161B

Cukup jelas.

Penjelasan -

Angka 115
Pasal 162

Cukup jelas.

Penjelasan -

Angka 116
Pasal 164
Cukup jelas

Angka 108

Angka 109

Angka 110

Angka 111

Angka 112

Angka 113

Angka 114

Angka 115

Angka 116

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-23

AR BiCH.

M - s
Y= 108
X156 %

sy - HEE=
HHE= 109
M157=
=y

- HYEYS
HyEs 110

sid - WSS
Ngegs 111

s - HEES
HEEe 112
M160=

sy - HE=
HEHE 113

s - HEES
HHEe 114
M161AZ

SE5| WESIC.

M161B=

SE5| HESIC.

sid - WSS
JHEE= 115

s - HEES
HHEE 116

108

109

110

111

112

113

114

115

116
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Penjelasan - Angka 117
Angka 117

Pasal 165

Dihapus

Penjelasan - Angka 118
Angka 118

Pasal 168

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 119

Angka 119

Pasal 169A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Seluruh barang yang diperoleh selama masa
pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang
milik negara akan dikenakan sewa berupa tarif
pemanfaatan barang milik negara yang merupakan
bagian dari peningkatan tarif penerimaan negara
bukan pajak atas penjuaian Batubara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 169B

Cukup jelas

Pasal 169C

Cukup jelas

Penjelasan - Angka 120
Angka 120

Pasal 170A

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 121

Angka 121

Pasal 171A

Yang dimaksud dengan "wilayah eks" adalah wilayah
hasil penciutan, pengembalian, terminasi, atau
pengakhiran sepihak.

Penjelasan - Angka 122

Angka 122

Pasal 172A

Cukup jelas.

Pasal 172B

Cukup jelas.

Pasal 172C

Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk
melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 172D

Cukup jelas.
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x|28t
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523 Yt
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523 Yesict

ol
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gl
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HI 5 HI K HL
ol

o

siM - JW™HES 120
NYsts 120
HM170A%

SE5| HESIC.

sid - Y= 121
Ngegs 121

M171AZ=

"ZM o (wilayah eks)"o|2t E4, HiE, =8
(terminasi) EE= UHN ZZo| ZutZ2 M7l A2
aretct.

sid - WS 122
HEE= 122

M172AZ
23| HESIC
MN|172Bx=
SE3| S|t
M172C=

of zo| FHL Wyol o wet PAS F4
2|8 ZAAIFIX| ORLIBICE,
M172D=

SE5| UESIC.
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Pasal 172E
Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 123
Angka 123

Pasal 173A

Cukup jelas.

Pasal 173B

Cukup jelas.

Pasal 173C

Cukup jelas.

Penjelasan - Angka 124
Angka 124

Pasal 174

Cukup jelas.

Penjelasan - Pasal II
Pasal II
Cukup jelas
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M172EZ=

SE5| HESIC.

sid - JHYYS 123
JHEE= 123

M173AZ
SE3| =S
M|173B=
S35 Hstsict.
M173C=

SE5| HESIC.

4 - HYYS 124
Hyes 124
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